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ABSTRAK

Resky Amalia Desri Kinerja Inspektorat Daerah Dalam
17042126 Melakukan Fungsi Pengawasan

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan kinerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan, untuk
mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah
Kabupaten Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Terolahnya
penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan memakai
metode deskriptif, untuk teknik pengumpulan data dengan cara wawancara
dan dokumentasi. Sesuai dengan perolehan hasil penelitian dan pembahasan
kinerja Inspektorat daerah Kabupaten solok dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan dilihat dari: a) Perencanaan program pengawasan, b) perumusan
kebijakan dan fasilitasi pengawasan, c) Pemeriksaan, pengusutan dan
penilaian atas kinerja perangkat daerah, masih belum optimal. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam
melaksanakan pengawasan adalah lemahnya independensi, kurang
memadainya sumber daya manusia, dan adanya keterbatasan tersedianya
sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Kinerja, Inspektorat, Pengawasan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian pola sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan peralihan
kerangka dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang
menyebabkan semakinluas dan besarnya pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya pelimpahan kewenangan ini
mengakibatkan pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang
bertambah dan cukup besar dalam hal mengurus dan mengatur daerahnya
sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip Kebijakan otonomi daerah ini
dilakukan dengan medesentralisasikan setiap kewenangan yang sebelumnya
hanya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kegiatan
desentralisasi ini, adanya perpindahan kekuasaan yang sebelumnya dari pusat

ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dikarenakan perpindahan kewenangan tersebut, oleh sebab itu daerah
mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, hingga pada
akhirnya daerah mampu menjalankan pemerintahannya sendiri dan mamou
menciptakan struktur organisasi yang bisa mendukung kegiatan daerah
tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, adanya kegiatan
pengawasan termasuk dalam fungsi yang penting untuk penyelenggaraan
pemerintah daerah. Pengelolaan pada urusan-urusan pemerintahan daerah ini

berkaitan dengan urusan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat



lainnya yang sesuai dengan asas pentingnya sebuah pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini sependapat dengan yang diungkapan oleh Hamidi dan Lutfi
(2011:9) bahwasanya ‘“Peranan pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dirasakan semakin penting artinya, karena dari proses
pengawasan ini diharapkan sikap tindak administrasi negara (pemerintah)
yang merugikan masyarakat dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.
Selain itu pengawasan memiliki fungsi bisa memaksimalkan pendayagunaan
aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum yang dimiliki
pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya “Clean Government

dan Good Governance”

Sejalan dengan pendapat Victor (1994:39) yang mengatakan bahwa,
“pada saat melaksanaan tugas pokok di dalam suatu organisasi, tidak
mendapat hasil maksimal disebabkan adanya faktor pelaksanaan pengawasan
yang belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya
pelaksanaan pengawasan yang kurang baik jugamengakibatkan efektifitas

dalam melaksanaan pengawasan sesuai seperti diharapkan.”

Berdasarkan pendapat dua ahli diatas dapat disimpulkan bahwasanya
pengawasan adalah unsur yang penting dalam pelaksanaan kegiatan
organisasi pemerintahan yang memerlukan perencanaan yang baik agar
tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan

bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan



bentuk tindakan dan kegiatan yang bertujuan menjamin terselenggaranya
pemerintahan daerah itu berjalan berdasarkan pedoman dan peraturanyang
berlaku, selain itu terdapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
yang merupakan Inspektorat Jendral Kementrian, unit pengawasan lembaga
pemerintah  nonkementrian, inspektorat provinsi, dan inspektorat
kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan tersebut aparat pengawas fungsional
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota adalah

Inspektorat Daerah.

Untuk menjamin bahwa Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan
aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh karenanya diperlukan
pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Peran pengawasan
dalam suatu program pembangunan muncul sebagai sarana untuk
memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut telah dilakukan

sesuai rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diharapkan
yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan di daerah lebih meningkat,
mengingat peranan Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern di daerah

tersebut.



Hal tersebut diperjelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71
Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang
menyatakan “Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan yang meliputi
Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non
Kementrian Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai
fungsi dan kewenangannya”. Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi
yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen
maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program program pemerintah.
Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara
dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari
pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, Inspektorat
Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal
dan pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, peranan proses pengawasan yang
dilakukan disaat berjalannya otonomi daerah diharuskan menjadi sebuah
prioritas yang harus dilaksanakan karena tanpa adanya pengawasan terhadap
birokrasi daerah, dikhawatirkan berpotensi terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan aparatur negara. Proses
pengawasan yang dilaksanakan merupakan proses pengawasan fungsional

terhadap unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dijalankan



oleh Inspektorat Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Solok.

Dalam pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Solok mempunyai
kedudukan yang tinggi. Pada hal initentu diharapkan mampu memberikan
peran konsultatif dan pengawasan secara luas kepada berbagai jajaran
pemerintahan daerah, guna mewujudkan peningkatan kinerja aparatur
pemerintah daerah dan menciptakan aparat yang bersih, dan bebas dari
korupsi. Sehingga seluruh jajaran perangkat daerah yang ada di pemerintahan
Kabupaten Solok dapat berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah dalam penyelesaian berbagai kegiatan dan program

didaerahnya.

Landasan hukum yang menjadi acuan pada pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten Solok yaitu Berdasarkan Peraturan Bupati Solok
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang menyebutkan bahwa
Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas internal Pemerintahan
Daerah yang dipimpin langsung oleh Inspektur serta berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah
dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kemudian diperkuat pula

dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis



Organisasidan Tata Kerjalnspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa

dalam melaksanakan fungsi pengawasan melakukan :

a. Perencanaan program pengawasan

b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Namun dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok belum maksimal, sesuai dengan laporan kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok tahun 2020 bahwa Masih tingginya
jumlah temuan hasil pemeriksaan. salah satu indikator Kinerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021 adalah adanya penurunan persentase jumlah potensi
kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh BPK RI. Jika dibandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya, target RPJMD Inspektorat Kabupaten
Solok tahun 2021 sebesar 35% masih terdapat selisih capaian sebesar 25%
yang perlu diupayan kedepannya. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan
masih banyaknya temuan anggaran perjalanan dinas ganda pada

pemerintahan Kabupaten Solok.

Selain itu, belum disiplinnya aparatur terkait untuk menyelesaikan hasil
pemeriksaan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya yang diatur dalam
peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan, sehingga adanya keterlambatan dan

tunggakan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditetapkan paling lambat



60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, sehingga banyaknya

tunggakan pelaksanaan hasil pengawasan tidak tepat waktu, sesuai dengan

tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

No. APIP Rekomendasi | Tindak Tindak
Lanjut Lanjut %
1. | BPKP Sumbar 32 17 53 %
2. | Inspektorat Prov Sumbar 277 231 83,39 %
3. | Inspektorat Kabupaten 7.889 5.772 73,17 %
Solok
Rata-rata 69,85 %

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Dapat dilihat dari Tabel diatas capaian rata-rata tindak lanjut hasil

pemeriksaan sebesar 69,85 % belum maksimal.

Selain itu juga masih terbatasnya kuantitas sumber daya pengawasan
yang sudah memiliki sertifikasi dari masing-masing auditor yang berkaitan
dengan kompetensi dibidang pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia

yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jumlah Aparatur APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

No. Jabatan Jumlah(Orang)
1 | Pejabat Struktural 8
2 | Pejabat Fungsional Auditor 18
3 | Jabatan Fungsional P2UPD 7
4 | Fungsional Umum 9
Jumlah 42

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok




Tabel 1.4 Struktur dan Komposisi SDM Pengawas Berdasarkan
Sertifikat Profesi di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

No. Jabatan Jumlah(Orang)

1 | Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 18

2 | Bebsertifikat Internal Auditing (CIA/MITA/PIIA) 0

3 | Bersertifikat Akutansi Publik (CA/ CPA/ ACCA/ 0
ACA)

4. | Bersertifikat Akutansi Manajemen 0

5. | Bersertifikat Audit Investigasi 5

6. | Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 1

7. | Bersertifikat Pengawas Pemerintahan 7
Jumlah 31

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Dilihat dari tabel diatas spesifikasi latar belakang pendidikan (kompetensi)
auditor yang sudah memiliki sertfikat audit investigasi hanya 5 orang dengan
beban kerja mengaudit 26 OPD, 14 Kecamatan dan 74 Nagari di Kabupaten
Solok. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan sumber daya pengawasan

yang ada di Kabupaten Solok

Hal lain yang menjadi permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Solok adalah terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai yaitu

berupa kurangnya perangkat pendukung penunjang pelaksanaan pengawasan.



Tabel 1.5 Sarana Prasarana Penunjang Pengawasan di Inspetorat

Daerah Kabupaten Solok
No. | Sarana Prasarana Baik Kurang Rusak Jumlah
1. | Mobil 2 1 0 3
2. | Motor 1 1 1 3
3. | Komputer 5 2 6 13
4. | Latop 6 2 3 11
5. | Printer 6 2 4 12
Total 20 8 14 42

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang
memadai dan layak untuk menunjang tugas dan fungsi Inspetorat Daerah
hanya dengan jumlah 20 unit sedangkan jumlah pegawai yang ada 42 orang.
Selain itu luas dan banyaknya objek yang diawasi menyebabkan belum

maksimalnya kinerja pelaksanaan pengawasandi Kabupaten Solok.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan
judul “Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam Melakukan

Fungsi Pengawasan pada Tahun Anggaran 2021”.
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut:
1. Masih tingginya angka temuan hasil pemeriksaan

2. Belum disiplinnya aparatur inspektorat untuk menyelesaikan hasil

pemeriksaan pengawasan



3. Terbatasnya kuantitas sumber daya pengawasan yang sudah memiliki

sertifikasi

4. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai
C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas penelitian ini dibatasi pada
masalah “Kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan
di Kabupaten Solok, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan

pada Tahun Anggaran 2021

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti

adalah:

1. Bagaimana Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi

Pengawasan di Kabupaten Solok?

2. Apasaja Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten

Solok?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam

melakukan fungsi pengawasan

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten

Solok

F.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi
pembaca pada umumnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut
mengenai pengawasan Inspektorat dalam pengembangan Ilmu

Administrasi.
2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa, Dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan
refrensi bagi kegiatan penelitian selanjutnya berkenaan dengan

pengawasan internal pada penyelenggaraan pemerintah daerah

b) Bagi Instansi, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, khususnya dalam konteks

penetapan kinerja Inspektorat Daerah agar sesuai dengan target
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yang telah ditetapkan agar dapat memaksimalkan akuntabilitas

birokrasi daerah

Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
sarana informasi mengenai kinerja pengawasan Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok pada penyelenggaraan pemerintahan tahun

anggaran 2022
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